
BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015, Bupati menyampaikan Rancangan
Peraturan Daerah Lentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
dilampiri lapcran keuangan yang telah diperiksa. oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran bcrakhir;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawahan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3452);



OPD KABAG
hukum

4, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Rehas dari
Korupsi, Kolasi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaian Negara Repablik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaian Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

II . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retrihusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Ijsrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali tcrakhij’ dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tenLang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155):

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

18, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Femanfaatan Inaentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165];

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2012 Nomor 5, Tamballan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041];

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057];

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322];

31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323];

32. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Pisik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364)
sebagaimana telah ciiubali dengan Peraturan Presiden
Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
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33. Peraturan Presiden. Nomor 16 Tabun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 33);

34. Peraturan Memeri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tabun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Kenangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor
310);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tabun 2011
tentang Pedoman Pembenan Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 99 Tabun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 1560);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tabun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akmal pada Pernerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 1425);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tabun 2017
tentang Pengeiompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita
Negara Tahun 2018 Nomor 701);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);



43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 8 Nomor 2008);

44; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomar 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2011 Nomor 1):

45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012
Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun
2016 Nomor 5);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten l^ampung Barat Tahun 2012
Nomor 4);

47, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun
2012 Nomor 5);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 11);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2
Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor
5);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKÏLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAM PU NG BARAT

dan
BUPATT LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAIL UN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
memuat:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan pernbahan saldo anggaran lebih;
c, neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. Laporan perubahan ekuitas; clan
g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilampiri dengan
Laporan Kinetja, Tkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintahan
Pekon/ Desa Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
tahun ariggaran 2019 sebagai berikut :
a. Pendapatan - LRA
b, Bclanja
c, Transfer
d. Surplus/ (Defisit) - LRA (a-b-c)
e. Pembiayaan
f. Penerimaan Pembiayaan
g. Pengeluaran Pembiayaan
h. Pembiayaan Netto (f-g)
i. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (d+h)

Rp. 1,122.307.632.188,59
(Rp. 941.326.762.796,09)
(Rp. 184 591.828.963,00)
(Rp. 3.710.959.570,50)

Rp. 40.512.956.478,22
(Rp, 1,550.000.000,00)
Rp. 38.962.956.478.22
Rp. 35251.996,907,72

Pasal 3
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Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut;
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejuniiah

Rp.12.815.262.107,17 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pendapatan setelah perubalian
2. realisasi

selisih lebih/ (kurang) (1 2)

Rp. 1.135.122.894.295,76
Rp. 1.122.307.632.188,59
Rp 12.815.262.107,17

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja
dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran bclanja setelah perubahan
2. realisasi

selisih lebih/{kurang) (1-2)

sejumlah Rp47 011.680.494,89

Rp 988.338.443.290,98
Rp 941.326.762 796,09
Rp. 47,011,680.494,89



c selisih anggaran dengan realisasi transfer
dengan rincian sebagai berikut ;
1. anggaran helanja setelah perubahan
2. Realisasi

selisih lebih/ (kurang) (1-2)

sejumlah Rpl.055.578.520,00

Rp. 185.747.407.483,00
Rp. 184,691.828.963,00
Rp. 1.055.578.520,00

d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
(Rp35.251.996.907,72) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 38.962,956 478,22
2. reahsasi fRp, 3.710,959.570,50

sehsih lebih/ (kurang) ( l -2) (Rp, 35.251.996.907.72

e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1, anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 40.512.956.478,22

setelah perubahan
2, realisasi Rp. 40.512.956.473,22

selisih lebih/(k urang) (1-2) Rp. q?qq

f. selisih anggaran dengan realisasi pcngeluaran pembiayaan sejumlah
Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 1.550.000.000,00

setelah perubahan
2. realisasi Rp. 1.550.000.000,00

Pasal 4

selisih lebih /(kurang) (1-2) Rp- 0,00

g. sebsih anggaran dengan realisasi
dengan rincian sebagai berikut :

pembiayaan neto sejumlah Rp.0,00

1. anggaran pembiayaan neto
perubahan

setelah Rp. 38.962.956.478,22

2. realisasi Rp- 38.962.956,478,22
selisih lebih/ (kurang) (1-2) Rp- 0,00

sebagai berikut :
a. jumlah aset
b. jumlah kewajiban
C. jumlah ckuitas

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 huruf b Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Rp. 2.386,359.299.711,79
Rp. 7.957.806.792,41
Rp. 2.378,401.492.919.38

Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2019

a. saldo anggaran lebih awal Rp. 40.512.956.478,22
40.512,956,478,22)b. penggunaan saldo anggaran lebih (Rp

c. sub total (a - b) Rp. 0.00
d. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran

tahun betjalan Rp- 35,251.996.907,72
e. sub total (c + d) Rp. 35.251.996.907.72
f. koreksi kesalahan pembukuan tahun.

sebelumnya (Rp. 0,00)
g Lain - lain (Rp. 0,00)
h. saldo anggaran lebih akhir (erf+g) 35.251.996.907,72
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Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud
per 31 December 2019 sebagai berikut :
a. Pendapa+an-LO dari kegiatan operasional
b. beban dari kegiatan operasional
c. Surplus/ defisitdari kegiatan non operasional
d. beban luar biasa

surplus/ (defisit) laporan operasional

Pasal 7

dalam Pasal 1 huruf d

Pp.1.042,676.500.617,96
(Pp. 938.534.263.314.19)
(Pp. 12,858.394.301,00)
(Rp. 844,780,023 00)
kp. 90.439,062.97577

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun
yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2019 sebagai berikut :
a, saldo kas 1 Januari 2019
b, arus kas dari aktivitas operasi
c, arus kas dari aktivitas investasi aset

non keuangan
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan
e. arus kas dari aktivitas non anggaran
f. saldo kas akhir per tanggal 31 Desembcr 2019

Rp. 40.478,865,947,34
Rp, 217.167.373 983,49

(Rp, 220.878.333,553,99)

(Rp. 1.550000.000,00)
Rp. 1.058.586.890,45
Rp. 36.276.493.267.29

Pasal 8
Laporan perubaban ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f
untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2019 sebagai
berikut :
a. ekuitas awal
b. surplus/fdefisit)- laporan operasional
c, laindain/koreksi
d. ekuitas akhir

Pasal 9

Rp. 2.166.527,474,240,73
Rp, 90.439.062.979,77
Rp. 121,434.955.698,88
Rp. 2.378.401.492.919,38

Catalan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g
Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelsksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah int terdiri dari:
a. Lampiran 1

Lampiran 1.1

Lampiran 1,2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

b. Lampiran II
o. Lampiran lil
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
gL Lampiran VIT

OPO hukum |mtr

Laporan realisasi anggaran;
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
Pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan. belanja,
dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi,
program, dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catalan atas Laporan Keuangan;



h.

s.

u.

Lampiran XX11v.

Agar setiap orang-jaasngikaJwiti^a.-jnfim^ penguudangan Peraturan
ialam L^mbaran Daerah Kabu paten

BUPAÏJ LAMPUNG B

IL MABSUSf 3
*^ASHUKUMUwa —14^^2020

D. NAS1R

LEMB DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 2

k.
1.

Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran X11I
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVIJ
Lampiran XVIll
Lampiran XIX

Lampiran XX
Lampiran XXI

Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Diundangkan di
pada tanggal 2-9

RAH
JU NG BARAT,

SEKRETARIS D
KABUPATEN

ASSiSTEN

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2020

: Daftar rekapitulasi piutang daerah;
: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana

bergulir;
: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
: Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

pengu rangan aset temp daerah;
: Daftar rekapitulasi aset tetap;
: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pékeijaan;
; Daftar rekapitulasi aset lainnya;
: Daftar dana cadangan daerah;
: Daftar kewajiban jangka pendek;
: Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kcmbali tahun
anggaran berikutnya;

: Laporan Kmeija;
t Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/

Perusahaan Daerah
: Ikhtisar laporan keuangan Pemermtahan Pekon/ Desa.

PasaJ 11
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawabart pelaksanaan APBD.

m.
n.
o.
P
Q’

PasaJ 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Daerah ini den^
kampong Barat jA&ATAN

SETDAKAB
ASStSTENj

i 3
4
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